
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian

siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah

sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara

Tahun Anggaran 2001;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan

Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Stbl.

Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2860);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3010);

4. Undang ...
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4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapat-an dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4167);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

(1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 diperoleh

dari sumber-sumber :

a. Penerimaan Perpajakan;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c. Penerimaan Hibah.

(2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a adalah sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh

lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta

sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).

(3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp115.058.646.720.964,00 (seratus lima

belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta

tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

(4) Realisasi ...
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(4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

adalah sebesar Rp 478.158.184.368,00 (empat ratus tujuh puluh delapan

miliar seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu

tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

(5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah

sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh puluh

tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu

tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 2

(1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;

b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp175.973.954.117.795,00 (seratus tujuh

puluh lima triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus

lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh

lima rupiah).

(3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 9.566.962.892.241,00

(sembilan triliun lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam

puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat

puluh satu rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar

Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus

empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh

enam rupiah).

(5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat

ini.

Pasal 3 …
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Pasal 3

(1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;

b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;

c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

(2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 85.671.859.461.771,00 (delapan puluh

lima triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh

sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh

satu rupiah).

(3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar

Rp 8.836.718.179.380,00 (delapan triliun delapan ratus tiga puluh enam

miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga

ratus delapan puluh rupiah).

(4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp20.550.069.079.813,00

(dua puluh triliun lima ratus lima puluh miliar enam puluh sembilan juta

tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

(5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2001

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp

115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar

enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus

enam puluh empat rupiah).

(6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2001

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat

ini.

Pasal 4

(1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :

a. Belanja Pemerintah Pusat;

b. Dana Perimbangan.
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(2) Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a adalah sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh

triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh

dua rupiah).

(3) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun

lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua

puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar

Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun lima ratus

enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga

puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).

Pasal 5

(1) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

adalah sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun

sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus

tiga puluh tiga ribu rupiah).

(3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 41.585.000.073.032,00 (empat puluh

satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga

puluh dua rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah

sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh triliun lima

ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh dua rupiah).

(5) Rincian ...


